
PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  9  TAHUN 2009 

TENTANG 
BADAN HUKUM PENDIDIKAN 

I.   UMUM 

Semangat reformasi di bidang pendidikan yang terkandung 
dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 telah diatur lebih lanjut dalam  Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Visi 
pendidikan dalam UU Sisdiknas adalah terwujudnya sistem pendidikan 
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan 
semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia 
berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang 
selalu berubah.  

Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa reformasi 
pendidikan menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan, antara 
lain: 
a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, dan 

b. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua 
komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan 
dan pengendalian mutu layanan pendidikan. 

Berdasarkan prinsip tersebut, UU Sisdiknas mengamanatkan 
perlunya pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis 
sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta 
otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk 
mewujudkan amanat tersebut, Pasal 53 UU Sisdiknas mewajibkan 
penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh 
Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan yang 
berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik yang bersifat 
nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan 
satuan pendidikan. 

Pengaturan . . . 
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Pengaturan badan hukum pendidikan merupakan 

implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk 
mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di 
bidang pendidikan sehingga memberatkan masyarakat dan/atau 
peserta didik. Walaupun demikian, masyarakat dapat berperan serta 
dalam penyelenggaraan,  pengendalian mutu, dan penyiapkan dana 
pendidikan. 

Penyelenggara pendidikan formal yang berbentuk yayasan, 
perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah ada sebelum 
pemberlakuan Undang-Undang ini tetap diakui dan dilindungi untuk 
mengoptimalkan peran sertanya dalam pengembangan pendidikan 
nasional. Namun, tata kelola penyelenggaraan pendidikan itu 
selanjutnya harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang ini. 

Sehubungan dengan itu, diperlukan pengaturan tentang badan 
hukum pendidikan dalam bentuk undang-undang, sesuai dengan 
amanat Pasal 53 ayat (4) UU Sisdiknas. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan “manajemen berbasis sekolah/madrasah” 
adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan 
pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru 
dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan 
pendidikan.  

 

Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “otonomi perguruan tinggi” adalah 
kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “1 (satu) atau lebih satuan pendidikan 
formal” dapat meliputi semua jenjang dan jenis pendidikan 
formal.  

 Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

 

 

 
Ayat (3) . . . 
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 Ayat (3)  

Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis, yang 
diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak perlu 
mengubah bentuknya untuk jangka waktu sebagaimana 
ditetapkan dalam akta pendirian yayasan, perkumpulan, atau 
badan hukum lain sejenis tersebut.  

Badan hukum lain yang sejenis antara lain adalah organisasi 
kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Penambahan satuan pendidikan oleh BHP Penyelenggara 
harus berbentuk BHPM. 

Ayat (2) 

Pengubahan bentuk satuan pendidikan yang telah 
diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan, atau badan 
hukum lain sejenis sebelum Undang-Undang ini berlaku, 
harus dilakukan oleh BHP Penyelenggara.  

Pasal 10 

Setelah Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, 
atau masyarakat yang akan menyelenggarakan pendidikan formal 
tidak perlu lagi mendirikan BHMN, yayasan, perkumpulan, atau 
badan hukum lain sejenis, tetapi langsung mendirikan BHPP, 
BHPPD, atau BHPM. 

Pasal 11  

 Ayat (1) 

Pendiri dapat berupa orang perseorangan, kelompok orang, 
atau badan hukum seperti yayasan, perkumpulan, atau badan 
hukum lain sejenis. 
 

Ayat (2) . . . 
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 Ayat (2) 

Kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri menjadi 
kekayaan badan hukum pendidikan akan dimanfaatkan untuk 
biaya operasional badan hukum pendidikan yang baru.  

Lahan dan/atau bangunan dapat tidak dimasukkan sebagai 
kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri sebagai kekayaan 
badan hukum pendidikan. 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Pasal 12    

Ayat (1) 

Keterangan lain paling sedikit memuat nama, tanggal 
pendirian, alamat, dan pekerjaan pendiri, atau nama, tempat 
kedudukan, alamat, dan bukti badan hukum yang mendirikan. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

 

 

 

Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Apabila para pendiri BHPM melakukan perbuatan hukum 
untuk kepentingan BHPM sebelum akta notaris tentang 
pendirian BHPM disahkan oleh Menteri, maka tanggung jawab 
atas perbuatan hukum tersebut merupakan tanggung jawab 
pribadi para pendiri tersebut.  

Pengesahan akta notaris tentang pendirian BHPM oleh Menteri 
tidak dipungut biaya.  

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Ayat (1) 

Penggunaan istilah “paling sedikit” menunjukkan bahwa untuk 
mengakomodasi kekhasan tata kelola pendidikan yang telah 
ada, Undang-Undang ini hanya mengatur 2 (dua) fungsi pokok 
minimal berdasarkan manajemen berbasis sekolah. 
Keberadaan fungsi pokok lain, yang dibutuhkan oleh suatu 
badan hukum pendidikan karena kekhasannya, dapat 
ditetapkan di dalam anggaran dasar.   

 

 Ayat (2) 

Penggunaan istilah “paling sedikit” menunjukkan bahwa untuk 
mengakomodasi kekhasan tata kelola pendidikan yang telah 
ada, Undang-Undang ini hanya mengatur 4 (empat) fungsi 
pokok minimal berdasarkan otonomi perguruan tinggi. 
Keberadaan fungsi pokok lain, yang dibutuhkan oleh suatu 
badan hukum pendidikan karena kekhasannya, dapat 
ditetapkan di dalam anggaran dasar. 

   
Huruf a . . . 
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  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

Yang dimaksud dengan “fungsi kebijakan dan 
pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi” 
meliputi kebijakan dan  pengelolaan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 Ayat (3) 

Badan hukum pendidikan dapat menetapkan fungsi lain untuk 
melaksanakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan, 
misalnya badan hukum pendidikan dapat menetapkan 
keberadaan fungsi perumusan etika akademik dan 
keikutsertaan dalam menjaga kebebasan akademik, kebebasan 
mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, dengan membentuk 
majelis/dewan profesor sebagai organ badan hukum 
pendidikan. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Badan Hukum Milik Negara yang sekarang telah ada dapat tetap 
menggunakan nama Majelis Wali Amanat sebagai organ yang 
menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum, Senat Akademik 
sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan akademik, 
Dewan Audit sebagai organ yang menjalankan fungsi audit bidang 
non-akademik, dan universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, 
atau politeknik sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan 
pendidikan. 

Yayasan . . . 
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Yayasan yang telah menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat tetap 
menggunakan nama organ Pembina dan Pengurus sebagai organ 
BHP Penyelenggara yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan 
umum, organ Pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi 
audit bidang non-akademik, dan universitas, institut, sekolah tinggi, 
akademi, atau politeknik sebagai organ yang menjalankan fungsi 
pengelolaan pendidikan, dengan menambahkan satu organ baru 
yang menjalankan fungsi pengawasan akademik. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Dalam satu satuan pendidikan terdapat satu organ pengelola 
pendidikan.  

 Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah pendiri badan 
hukum pendidikan, dan wakil pendiri adalah orang yang 
bertindak untuk dan atas nama pendiri.  

Pada yayasan yang diakui sebagai badan hukum 
pendidikan, pembina menjalankan fungsi pendiri dalam 
Undang-Undang ini.  
 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Komite sekolah/madrasah merupakan lembaga mandiri 
yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 
pelayanan, dengan memberikan pertimbangan, arahan 
dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 
pengawasan pendidikan. 

 Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah pendiri badan 
hukum pendidikan, dan wakil pendiri adalah orang yang 
bertindak untuk dan atas nama pendiri.  

Pada yayasan yang diakui sebagai badan hukum 
pendidikan, pembina menjalankan fungsi pendiri dalam 
Undang-Undang ini.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

 

Huruf e . . . 
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Huruf e 

Wakil unsur masyarakat dipilih sesuai dengan 
kompetensinya di bidang pendidikan, yang diatur dalam 
anggaran dasar dan/atau rumah tangga.  

 Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “wakil dari unsur lain”, misalnya 
unsur orang tua/wali peserta didik, unsur alumni dan unsur 
mahasiswa.   

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan” adalah 
pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas dan 
transparansi di dalam organ representasi pemangku 
kepentingan.  

Ayat (3) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud akuntabilitas dan 
transparansi di dalam organ representasi pemangku 
kepentingan.  

Ayat (4) 

  Cukup jelas.  

 

 Pasal 20 . . . 
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Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Huruf a 

Penyusunan dan penetapan anggaran dasar untuk pertama 
kali dilakukan oleh pendiri atau sebutan lain yang 
menjalankan fungsi pendiri. 
Penyusunan dan penetapan anggaran rumah tangga untuk 
pertama kali dilakukan oleh organ representasi pemangku 
kepentingan. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

Organ ini hanya ada pada badan hukum pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi.  

Huruf e 

Organ ini hanya ada pada badan hukum pendidikan yang 
menyelenggarakan pendidikan tinggi.  

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Huruf g 

 Cukup jelas. 

 

 
Huruf h . . . 
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Huruf h 

 Cukup jelas. 

Huruf i 

 Cukup jelas. 

Huruf j 

Organ representasi pemangku kepentingan dapat menetapkan 
pendirian berbagai badan usaha untuk pengembangan 
pendidikan.  

Huruf k 

Jenjang dan tahap penyelesaian masalah badan hukum 
pendidikan, termasuk masalah keuangan, ditetapkan dalam 
anggaran dasar. 

Pasal 23 

 Cukup jelas. 

Pasal 24 

Ayat (1) 

Organ representasi para pendidik dapat menggunakan nama 
senat akademik. 

 Ayat (2) 

  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “wakil profesor” adalah profesor 
yang tidak menjabat sebagai pimpinan pengelola 
pendidikan.  

Profesor hanya ada di perguruan tinggi berbentuk 
universitas, institut, sekolah tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan akademik, sedangkan di 
perguruan tinggi berbentuk akademi dan politeknik yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasional keberadaan 
profesor bukan merupakan keharusan. Di dalam organ 
representasi pendidik di lingkungan akademi dan 
politeknik tidak harus ada wakil profesor. 

Huruf b . . . 
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  Huruf b 

Yang dimaksud dengan “wakil pendidik” adalah wakil 
pendidik bukan profesor yang tidak menjabat sebagai 
pimpinan pengelola pendidikan.  

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “unsur lain” adalah pemimpin unit 
kerja yang tugas dan wewenangnya mempunyai relevansi tinggi 
dengan perumusan norma dan ketentuan akademik dan 
dimaksudkan untuk mengakomodasi kekhasan badan hukum 
pendidikan. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Pasal 25 

 Ayat (1)  

Pemilihan wakil pendidik dapat dilakukan secara aklamasi 
atau pemungutan suara yang diatur dalam anggaran rumah 
tangga. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Huruf a 

Kebijakan akademik antara lain kebijakan tentang kurikulum 
dan proses pembelajaran. 

Huruf b 

Norma dan ketentuan akademik meliputi bidang pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
 

Huruf c . . . 
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Huruf c 

Penerapan sistem penjaminan mutu (quality assurance system) 
pendidikan pada semua jenjang pendidikan merupakan syarat 
mutlak agar satuan pendidikan mampu mengembangkan 
mutu pendidikan secara berkelanjutan (continuous quality 
improvement).   

Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri atas penjaminan 
mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan sendiri 
secara mandiri atau dengan bantuan Pemerintah atau 
pemerintah daerah, dan penjaminan mutu eksternal yang 
dilakukan oleh badan akreditasi atau sertifikasi di luar satuan 
pendidikan, baik tingkat nasional maupun tingkat 
internasional yang diakui oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah daerah.  

Apabila hal itu dilaksanakan secara konsisten, maka akan 
terdapat keselarasan antara biaya pendidikan yang 
dikeluarkan dengan mutu pendidikan yang diperoleh peserta 
didik. 

 Huruf d 

  Cukup jelas. 

 Huruf e 

  Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

 Cukup jelas. 

Huruf h 

 Cukup jelas. 

Huruf i 

 Cukup jelas. 

Huruf j . . . 
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Huruf j 

 Cukup jelas. 

Huruf k 

 Cukup jelas. 

Huruf l 

 Cukup jelas.  

Huruf m 

 Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Ayat (1) 

Bidang non-akademik meliputi, bidang keuangan, bidang 
sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, serta 
bidang lain yang dianggap relevan. 

Keberadaan organ audit bidang non-akademik di dalam badan 
hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar 
dan pendidikan menengah bukan keharusan. 
Dalam hal badan hukum pendidikan menyelenggarakan lebih 
dari satu jenjang dan jenis pendidikan, harus ada organ audit 
bidang non-akademik. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 

 

 

Pasal 30 . . . 
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Pasal 30 

Huruf a  

Audit dalam bidang non-akademik dapat meliputi audit 
keuangan, audit kinerja non-akademik, audit ketaatan, audit 
investigatif, dan audit lain yang dipandang perlu. Audit non-
akademik dilaksanakan secara independen dan obyektif sesuai 
standar audit yang berlaku. Fungsi audit non-akademik pada 
BHP Penyelenggara dijalankan oleh pengawas atau sebutan 
lain.  

Organ audit bidang non-akademik dapat menugaskan 
pengaudit independen untuk melaksanakan audit internal 
dan/atau audit eksternal atas beban pembiayaan badan 
hukum pendidikan. 

 Huruf b 

  Cukup jelas. 

 Huruf c 

  Cukup jelas. 

 Huruf d 

  Cukup jelas. 

Pasal 31 

 Cukup jelas. 

Pasal 32 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

 
Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 

Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Seseorang tidak boleh menjabat pemimpin satuan pendidikan 
lebih dari dua kali masa jabatan, baik secara berurutan atau 
bersela, termasuk jabatan pemimpin satuan pendidikan yang 
pernah didudukinya sebelum dibentuk badan hukum 
pendidikan. 

Pasal 33  

Ayat (1) 

  Huruf a 
Inti rencana strategis badan hukum pendidikan adalah 
kebijakan umum yang ditetapkan oleh organ 
representasi pemangku kepentingan untuk perencanaan 
program pendidikan.  

  Huruf b 
Cukup jelas. 

  Huruf c 
   Cukup jelas. 

  Huruf d 
   Cukup jelas. 

Huruf e 
 Cukup jelas.  

Huruf f 
 Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

  Huruf a 
Kebijakan akademik antara lain kebijakan tentang 
kurikulum dan proses pembelajaran. 

Huruf b 
Inti rencana strategis badan hukum pendidikan adalah 
kebijakan umum yang ditetapkan oleh organ 
representasi pemangku kepentingan untuk perencanaan 
program dalam bidang akademik dan non-akademik. 

  Huruf c 
Cukup jelas. 

  Huruf d 
   Cukup jelas. 

  Huruf e 
   Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas.  

Huruf g 
 Cukup jelas. 

Huruf h 
 Cukup jelas. 

Huruf i 
 Cukup jelas. 

  Huruf j 
 Cukup jelas. 

  Huruf k 
   Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 
  Huruf b 

Kriteria dan batasan mengenai pertentangan 
kepentingan ditentukan oleh organ representasi 
pemangku kepentingan. 

Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Pasal 34 

Larangan perangkapan jabatan selain antarpemimpin organ badan 
hukum pendidikan dalam satu badan hukum pendidikan diatur 
dalam anggaran dasar. 

Pasal 35  

Larangan perangkapan jabatan di luar badan hukum pendidikan 
oleh pimpinan organ pengelola pendidikan selain pemimpin dan 
wakil pemimpin organ pengelola pendidikan diatur dalam anggaran 
dasar. 

Kriteria dan batasan mengenai pertentangan kepentingan ditentukan 
oleh organ representasi pemangku kepentingan. 

Pasal 36 

 Cukup jelas. 

Pasal 37 

 Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “pemisahan kekayaan” adalah 
peralihan hak milik atas kekayaan pendiri kepada BHPP, 
BHPPD, atau BHPM. 

 

Ayat (2) . . . 
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 Ayat (2) 

Cukup jelas.  

 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

Luas lingkup wewenang pimpinan organ pengelola pendidikan 
dalam mengelola kekayaan dan penerimaan harus diatur di 
dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.  

 Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

 Ayat (1) 

Semua penerimaan dan sisa hasil kegiatan badan hukum 
pendidikan tidak perlu disetorkan ke kas negara.  

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

  Ayat (3) 

Kewajiban penanaman kembali ke dalam badan hukum 
pendidikan dimaksudkan untuk mencegah agar badan hukum 
pendidikan tidak melakukan kegiatan yang komersial. 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Pasal 39 
 Bentuk lain misalnya hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh 

badan hukum pendidikan serta sistem manajemen dan prosedur 
administratif satuan pendidikan milik badan hukum pendidikan. 

Pasal 40 . . . 
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Pasal 40 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

 Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Huruf a 

 Cukup jelas. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

 Cukup jelas 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “mahasiswa” adalah peserta 
didik pada jenjang pendidikan tinggi.  

 Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Pasal 41 

 Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
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 Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “biaya operasional” adalah biaya yang 
digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “biaya operasional” adalah biaya yang 
digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 Ayat (7) 

Kemampuan peserta didik, orang tua,  atau pihak yang 
bertanggung jawab membiayainya pada badan hukum 
pendidikan ditetapkan dengan cara menghitung penghasilan 
tetap (gaji dan tunjangan lainnya), taksasi dan musyawarah 
dengan tujuan menerapkan subsidi dari yang mampu kepada 
yang tidak mampu, sehingga meringankan beban peserta didik 
yang tidak mampu membiayai pendidikannya. 

Ayat (8) 

  Cukup jelas. 

Ayat (9) 

  Cukup jelas. 

Ayat (10) 

  Cukup jelas. 

 

 Pasal 42 . . . 
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Pasal 42 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “portofolio” adalah penempatan 
investasi diberbagai bidang industri/bisnis. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

  Cukup jelas. 

Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 Ayat (6) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “portofolio” adalah penempatan 
investasi diberbagai bidang industria/bisnis.       

Pasal 43  

Ayat (1) 

Badan usaha berbadan hukum dapat berupa perseroan 
terbatas, kerja sama dengan perusahaan daerah, dan koperasi.  

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
 
 

Ayat (5) . . . 
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Ayat (5) 

 Cukup jelas. 
Pasal 44 

Ayat (1) 

   Cukup jelas. 
  Ayat (2) 

Bantuan dana pendidikan dapat berbentuk biaya investasi 
atau biaya operasional.  

Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

  Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas publik” adalah 
pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan 
pendidikan.  

Ayat (2) 

Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara 
pendidik dan peserta didik, rasio antara ruang pembelajaran 
dengan peserta didik, alat bantu pembelajaran dengan peserta 
didik, komposisi peserta didik asing dengan peserta didik 
warga negara, dan lain-lain. 

Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
Ayat (4) 

  Cukup jelas. 

Pasal 48 . . . . 
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Pasal 48 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
Ayat (3) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Yang dimaksud “laporan manajemen” adalah laporan yang 
berisi capaian kinerja perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, pengendalian badan hukum pendidikan. 

Ayat (6) 

  Cukup jelas. 

Pasal 49 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pemimpin Pengelola Organ Pendidikan dibebaskan dari 
tanggung jawab karena laporan tahunan badan hukum 
pendidikan tidak mengandung kekurangan, kekeliruan, atau 
kekhilafan yang bersifat material. 

 Ayat (3) 

Yang dimaksudkan dengan “hal baru” adalah bukti baru atau 
novum. 
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Pasal 50 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “menteri” adalah menteri yang 
memiliki kewenangan yang berkaitan dengan BHPP yang 
bersangkutan. 

Pasal 51 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Ketentuan ini hanya berlaku untuk badan hukum pendidikan 
yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 

  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 
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 Ayat (3) 

Berhubung dana hibah berasal Angaran Pendapatan dan 
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, maka otoritas pengawasan negara berhak untuk 
melakukan audit keuangan berlaku hanya pada bagian 
keuangan badan hukum pendidikan yang berasal dari hibah. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

 Cukup jelas. 

Pasal 55 

 Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pegawai negeri sipil yang pada saat Undang-Undang ini 
berlaku sudah bekerja di suatu satuan pendidikan menjadi 
pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada badan hukum 
pendidikan. 

Ayat (3) 

Tenaga badan hukum pendidikan yang berstatus pegawai 
negeri sipil yang  dipekerjakan tetap harus membuat perjanjian 
dengan pemimpin organ pengelola pendidikan, karena 
sekalipun tenaga tersebut telah diangkat oleh Pemerintah atau 
pemerintah daerah,  yang bersangkutan belum diangkat oleh 
badan hukum pendidikan. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
Ayat (5) 

 Cukup jelas. 
 

Ayat (6) . . . 

www.djpp.depkumham.go.id

Ditje
n P

era
tur

an
 P

eru
nd

an
g-u

nd
an

ga
n

http://www.djpp.depkumham.go.id


 
 

 

 

 

 

 

 

- 28 - 
Ayat (6) 

 Cukup jelas. 
Ayat (7) 

 Cukup jelas. 
Ayat (8) 

 Cukup jelas. 
Pasal 56   

 Cukup jelas. 
 

Pasal 57 

 Huruf a.    

  Cukup jelas. 
 Huruf b.  

  Cukup jelas. 

Huruf c.  

Cukup jelas. 
Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

 

Pasal 63 . . . 
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Pasal 63 

 Cukup jelas. 

Pasal 64 

 Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67  

Cukup jelas. 

Pasal 68 

 Cukup jelas. 

Pasal 69 

 Cukup jelas. 
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